
                                                                    

 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  95 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf d Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah yang memuat batasan minimal mengenai 

jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan 

Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan 

Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota 

Probolinggo.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4431); 

 

 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 

Pelayanan Minimal;  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal; 

 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1676); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Akreditasi Puskesmas Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas Klinik 

Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik 

Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 1422);  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2018 Nomor 7); 

 

 



19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT SE-KOTA PROBOLINGGO 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. 

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

6. Puskesmas se-Kota Probolinggo adalah Puskesmas yang wilayah kinerjanya 

berada di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 

7. Kepala Puskesmas se-Kota Probolinggo adalah Pemimpin BLUD Puskesmas se-

Kota Probolinggo. 

8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada seseorang dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 

yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

daerah pada umumnya. 

 

 



10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 

mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

11. Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas yang selanjutnya disebut SPM 

Puskesmas adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum 

yang dilaksanakan oleh Puskesmas. 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan 

Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Probolinggo 

yang terdiri dari : 

a. puskesmas jati; 

b. puskesmas sukabumi; 

c. puskesmas kanigaran; 

d. puskesmas kedopok; 

e. puskesmas wonoasih; dan 

f. puskesmas ketapang. 

 

Pasal 3 

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun untuk 

menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan 

kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas se-Kota Probolinggo sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 4 

(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat 

batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi 

oleh Puskesmas se-Kota Probolinggo; 

(2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan 

dengan sistematika yang terdiri dari : 

a. Bab I Pendahuluan; 

b. Bab II Jenis, Prosedur dan Indikator Kinerja Puskesmas; 

c. Bab III Standar Kinerja Pelayanan; 

d. Bab IV Pengukuran Kinerja Pelayanan; dan  

e. Bab V Penutup. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

Setiap Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan 

laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal  21 Mei 2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  21Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 95 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 

 

 

 

 


